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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

Sahrudin bin Ramli , umur 55 tahun, agama Islam ,pendidikan SD, Pekerjaan
Buruh, tempat tinggal di Jalan Swadaya XIV No.27
,Lingkungan Kekalik Timur, RT. 007, RW.195, Kelurahan
Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, disebut

sebagai Pemohon | ;

Musniah binti Nurtinah , umur 53 tahun, agama Islam pendidikan Belum Tamat
SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Swadaya
XIV No.27 ,Lingkungan Kekalik Timur, RT. 007, RW.195,
Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ,
disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei
2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram , Nomor:
230/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tertanggal 17 Mei 2018 telah mengemukakan alasan
- alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1982, Pemohon | dan

Pemohon Il melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di
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Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela,

Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon |

berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon Il berstatus gadis
dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il bernama Nurtinah dan dihadiri saksi nikah masing-
masing bernama: Ismail dan Harun dengan mas kawin berupa uang sebesar

Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada

pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4, Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon I

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang

anak masing-masing bernama;

a. Sahrul Hafiz, laki-laki, umur 34 tahun (Kekalik, 03 Mei
1984);
b. Rizal Maulana, laki-laki, umur 31 tahun (Kekalik, 14 Mei
1987);
C. Supriati, perempuan, umur 28 tahun (Kekalik, 05 Junli
1990);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak

ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
tersebut dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama

Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon i

tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon | dan Pemohon II
membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut disahkan untuk memperoleh akta
nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pendaftaran Haji dan
kepentingan hukum lainnya;
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7. Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar biaya
perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cqg. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan
yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;

b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

c. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
kediaman Pemohon | dan Pemohon II;

d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para

Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum

Islam , akan tetapi Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa,untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti — bukti berupa :

A.Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon | nomor :
5271040107630005 , tanggal 23 Februari 2012 ,yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah ,Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan
dinazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il nomor:
5271044107650010 tanggal 22 Juni 2012 ,yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah ,Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan

dinazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 :
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Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon
juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :
B.Saksi :

1 Ismail bin Amag Muliah , Umur 63 tahun ,Agama Islam, Pendidikan
SD,Pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Jalan Swasembada
[IA/18 ,Lingkungan Kekalik Indah , RT. 009, RW.196, Kelurahan Kekalik
Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka
sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi sebagai
Adik kandung Pemohon |I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang
menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1982 di Lingkungan
Kekalik Timur , Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela , Kota
Mataram;

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan agad nikah
tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah Ayah kandung Pemohon Il bernama : Nurtinah
sedangkan yang menjadi saksi adalah : Ismail sebagai adik Pemohon | dan
Harun sebagai kakak kandung Pemohon I, dengan maskawin berupa uang
sejumlah Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
hubungan semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk
menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan
yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il menikah sampai sekarang tetap
beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum
pernah berpisah atau cerai;

- Bahwa Pemohon | berstatus bujang /jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis

,Selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak dilaporkan ke

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram setempat
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sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon
membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus pendaftaran Haji dan
kepentingan hukum lainnya ;

2. Harun bin Nurtinah , umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian ,
pendidikan tidak sekolah ,tempat tinggal di Lingkungan Kekalik Kijang ,
RT. 005, RW.197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka
sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa , saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi sebagai
kakak kandung Pemohon Il ;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang
menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1982 di Lingkungan
Kekalik Timur , Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela , Kota
Mataram;

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan agad nikah
tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah Ayah kandung Pemohon Il bernama : Nurtinah
sedangkan yang menjadi saksi adalah : Ismail sebagai adik Pemohon | dan
Harun sebagai kakak kandung Pemohon I, dengan maskawin berupa uang
sejumlah Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
hubungan semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk
menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan
yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il menikah sampai sekarang tetap
beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum
pernah berpisah atau cerai;

- Bahwa Pemohon | berstatus bujang /jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis

,Selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak dilaporkan ke

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram setempat

HIm.5 dari 11 hlm./Penetapan No.230/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon
membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus pendaftaran Haji dan
kepentingan hukum lainnya ;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan
tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak keberatan;
Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk
mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;
Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan
para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas
menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para
Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1,P.2 tentang domisili
para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram ,
maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan
pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara
formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon
yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita
angka 1 sampai dengan angka 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti
surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk )
Pemohon | dan pemohon Il adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik
bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut

menjelaskan mengenai domisili para Pemohon , sehingga bukti tersebut telah
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memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon , sudah dewasa,
berakal sehat dan sudah disumpah , sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang,bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon
adalah fakta yag dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh para Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon
bersesuaian daan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasall 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 , serta saksi 1 dan
saksi 2 terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang
dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 1982 di  di Lingkungan Kekalik
Timur , Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka/bujang dan Pemohon
Il berstatus gadis ;

3. Bahwa, yang menjadi Wali nikah Ayah kandung Pemohon Il bernama :
Nurtinah ,  sedangkan yang menjadi saksi adalah : Ismail sebagai adik
kandung Pemohon | dan Harun sebagai kakak kandung Pemohon I,
dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 ( seratus ribu
rupiah ) dibayar tunai serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini
para Pemohon masih tetap beragama Islam;

4. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan
saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik
menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang
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berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa
iddah orang lain;

5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah
melakukan hubungan badan ( ba'da dukhul ) sehingga telah dikaruniai 3

(tiga) orang anak :

6. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan hingga sekarang belum

pernah memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas , terbukti
bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
syari‘at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana
tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa
perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka
dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor
: 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan
sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4
Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum lIslam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang

-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal
dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang menyatakan :

S8 aiboo 8ol 7150 Jblally &l 18] Juiss

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama

perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang
berbunyi :

Jac sl g g VI G Y
Artinya :
" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua
orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat
disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku
Nikah serta pengurusan perdaftaran Haji dan dokumen-dokumen lain , alasan
mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon
agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1982 di
di Lingkungan Kekalik Timur , Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela ,
Kota Mataram, harus dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan
karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam
pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang -
undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan , maka
diperintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang —
undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan
Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang —
undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para Pemohon dibebankan untuk

membayar biaya perkara ini;
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Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun
1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon
I

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon |

( Sahrudin bin Ramli ) dengan Pemohon Il ( Musniah binti Nurtinah ) yang

dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1982 , di Lingkungan Kekalik

Timur, Kelurahan Kekalik Jaya , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk

mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.221.000,00

( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim
Ketua Majelis serta Drs.H.Muhammad,M.H. dan Drs. H.Miftahul Hadi,S.H. M.H.,
sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota dan Drs.Ramli. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon | dan Pemohon Il;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Drs. H.Muhammad,M.H. Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota,
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Drs.H.Miftahul Hadi,s.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs.Ramli.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,00
3. Redaksi :Rp. 5.000,00
4 Materai :Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );
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